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KATA PENGANTAR

B uku ini berasal dari disertasi penulis untuk program S3 pada
Program Pascasaijana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
dipromosikan pada tanggal 20 Januari 1994. Penulis melakukan

perubahan seperlunya untuk memperbaiki dan menyesuaikan.

Pembahasan dalam buku ini merupakan hasil kajian
tentang prinsip-prinsip hak-hak asasi dan politik pemerintahan
yang diangkat dari teks Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi
Muhammad saw., Piagam ini oleh para ahli disebut berfungsi
sebagai konstitusi dalam tubuh pemerintahan Nabi untuk
mengatur kehidupan sosial politik masyarakatoya yang bercorak
heterogen. Prinsip-prinsip dimaksud dikaitkan dengan ayat-ayat
Alguran. Urgensi pengaitan ini dimaksudkan untuk menguji bahwa
kandungan Piagam Madinah merupakan ketetapan-ketetapan
atau hasil ijtihad Nabi. Sebab, ketika Piagam itu dibuat pada tahun
pertama hijrah, ayat-ayat Alquran atau wahyu belum lagi turun

sempurna.

Di dalamnya juga dikemukakan bukti-bukti historis tentang
tugas-tugas yang dilakukan Nabi yang berkaitan dengan praktik
kehidupan politik dan pemerintahan. Bukti-bukti historis tersebut
diuji dan dianalisis dari sudut pandang teori dan pemikiran politik

atau siyasah. Yang disebut terakhir dan keberadaan Piagam

viii
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Madinah merupakan bukti historis dan bukti ilmiah bahwa Nabi
dan masyarakat Islam generasi pertama telah melaksanakan
praktik kehidupan politik dan negara. Artinya kehadiran Islam
dalam realitas sosial dari permulaan telah membentuk suatu

masyarakat politik.

Pelacakan terhadap fakta-fakta historis yang berkaitan dengan
praktik Nabi dalam memimpin masyarakat Madinah menunjukkan
bahwa beliau bukan hanya "pemimpin agama" yang menerima
wahyu, tetapi juga beliau melaksanakan praktik kehidupan politik
dan bernegara untuk mengembangkan Islam, membangun dan
memimpin umatnya. Temuan ini berimplikasi pada suatu konklusi
bahwa untuk melaksanakan syiar agama dan meningkatkan
pengalamannya dalam upaya membina masyarakat hak-hak Allah
dan mengaktualisasikan hak-hak dasar manusia, dibutuhkan suatu
lembaga dan kekuasaan politik, dan urusan agama ditempatkan

sebagai bagian dari urusan negara.

Kemudian, metode-metode yang digunakan secara terpadu
untuk membahas tema tulisan ini membawa kepada pendekatan
historis dan normatif. Dua pendekatan ini menghasilkan
bukti kepada kita bahwa Islam sejak permulaan kelahirannya
telah meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia dan prinsip-
prinsip politik pemerintahan bagi umat manusia. Nabi telah
mempraktikkannya dalam memimpin masyarakat Madinah
yang pluralistik itu. Prinsip-prinsip dimaksud tetap mempunyai
relevansi yang kuat dengan tuntutan masyarakat modern dewasa
ini, dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi proyeksi konseptual
untuk mengatur masyarakat yang pluralistik kini dan di masa yang

akan datang.
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Dalam konteks itu, berarti kajian ini mendukung tesis seorang
penulis Barat, Jean Claude Vatin yang mengatakan bahwa prin-
sip-prinsip dasar mengenai persamaan, kemerdekaan dan peng-
hormatan terhadap sesama manusia telah dikukuhkan pada tahap
awal, sehingga dunia Islam mendahului dunia Barat beberapa
abad. Sebab kesadaran akan hak-hak asasi yang mendasari kehi-
dupan manusia di dunia Barat baru muncul pada abad ke-17 M.
Penelitian ini juga sekaligus membantah pendapat para ilmuwan
sosial Barat, seperti Rousseau, Stuart Mill dan Renan vyang
menyatakan bahwa di dunia Islam tidak memiliki akar hukum bagi

kemerdekaan politik.

Selain itu, kajian ini juga membuktikan bahwa baik Alquran
maupun teks Piagam Madinah dan praktik Nabi dalam memimpin
negara Madinah tidak menetapkan sistem politik dan bentuk
pemerintahan yang harus diikuti oleh umat. Yang ditetapkan hanya
prinsip-prinsip ajaran yang bersifatumum dalam menjalankan
pemerintahan. Soal sistem dan bentuk diserahkan kepada umat
sesuai dengan tuntutan zaman mereka. Yang penting dalam
menjalankan pemerintahan adalah terlaksananya prinsip-prinsip
dan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan
untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat dan

kepentingan negara.

Mudah-mudahan hasil kajian ini menambah wawasan kajian
politik dalam khazanah pemikiran Islam, dan membawa manfaat

bagi masyarakat kita. Amin.
Palembang, 18 November 2013

J. Suyuthi Pulungan
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Bab I

PENDAHULUAN

asa permulaan Islam atau masa kerasulan Muhammad
IVIsaw., sama dengan masa turunnya wahyu yang dibagi
ke dalam dua periode sejarah. Pertama, periode Mekkah yaitu
sejak beliau menerima wahyu pertama (5 ayat dari surat al-'Alag)
sampai beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah tahun 622 M. Kedua,
periode Madinah yaitu sejak hijrah tahun 622 M hingga beliau
wafat pada 12 Rabiulawwal 11 H/8 Juni 632 M, yang beberapa
bulan sebelumnya beliau menerima wahyu terakhir (ayat 3 dari

surat al-Ma'idat/3) pada waktu beliau melaksanakan haji wada

(haji perpisahan) pada tahun 632 M.

Selama periode Mekkah pengikut Muhammad saw.,
hanya sekelompok kecil, belum menjadi suatu komunitas yang
mempunyai wilayah tertentu dan kedaulatan. Posisi mereka
waktu itu sangat lemah sebagai golongan minoritas tertindas dan
tidak mampu menentang kekuasaan kaum Quraisy Mekkah. Tetapi
setelah hijrah ke Madinah, posisi Nabi dan umat Islam mengalami

perubahan besar. Di Madinah,' tulis Harun Nasution,1 mereka

1 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, lilidl, Ul-Press,
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mempunyai posisi yang baik dan segera menjadi suatu komunitas
umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi
pemimpin masyarakat yangbaru di bentuk itu, dan akhirnya
menjadi suatu negara. Suatu negara yang wilayah kekuasaannya
di akhir zaman Nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Fazlur
Rahman, tokoh Neomodemisme Islam, juga membenarkan bahwa
masyarakat Madinah yang diorganisir Nabi itu merupakan suatu
negara dan pemerintahan yang membawa kepada terbentuknya

suatu umat Muslim.2

Sejalan dengan pendapat di atas, D. B. MacDonald mengatakan:
"Di sini Madinah telah terbentuk negara Islam pertama dan telah
diletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam."3
Dalam negara Madinah itu, kata Thomas W. Arnold, "dalam waktu
yang bersamaan Nabi adalah sebagai pemimpin agama dan kepala
negara."4Karena itu, langkah politik Nabi mengorganisir penduduk
Madinah "sering secara benar ditunjuk sebagai titik permulaan

berdirinya organisasi politik dalam sejarah Islam,"5 dan ia dapat

Jakarta, 1986, him. 92.

2 Fazlur Rahman, "The Islamic Concept of State", dalam John J. Donohue
dan L Esposito, (eds.) Islam in Transition, Muslim Perspective, Oxford University
Press, New York, 1982, him. 261.

3 Muhammad Dhiya' al-Din al-Rayis, al-Nazhariyyat al-Siyasiyyat al-
Islamiyyat, Maktabat al-Anjlu al-Mishriyyat, Mesir, 1957, him. 15, dikutip dari
D. B. Macdonald, Development of Muslim Theology, Jurisprudence, and Consti-
tutional Theory, New York, 1903, him. 67.

4Thomas W. Arnold, The Caliphate, Routledge and Kegan Paul LTD., London,
1965, him. 30.

5 Nurcholish Madjid, "Cita-Cita Politik Kita", dalam Bosco Carvallo dan
Dasrizal, (penyunting), Aspirasi Umat Islam Indonesia, Leppenas, Jakarta, 1983,
him. 11.



Bab II

MASYARAKAT DAN NEGARA
MADINAH

A. Latar Belakang Sejarah: Keadaan Sosial dan Kultur
Masyarakat

engkaji keadaan dan peta sosial dan budaya suatu masya-
IVIrakat adalah penting, karena ia akan menerangkan kepada
kita tata cara, pandangan hidup, dan organisasi sosialnya yang
mempengaruhi pola perilaku kehidupan anggota masyarakat dalam
aspek- aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, seni, adat istiadat,
tata susila, agama, dan keyakinan. Di dalamnya akan ditemukan
pola-pola perilaku yang normatif baik cara berpikir maupun cara
merasa dan bertindak yang haras dipatuhi oleh seluruh anggota
masyarakat. Pola-pola perilaku kehidupan tersebut melahirkan
kebudayaan. Definisi kebudayaan menurut E.B. Taylor mencakup
aspek-aspek pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum,
adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-

kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.1l
1B Taylor, Primitive Culture, Brentano's, New York, 1924, him. 1.

27
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Kesemuanya merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia untuk

memenuhi segala kebutuhannya lahir dan batin.

Demikian pula masyarakat Arab sebelum Islam, khususnya di
tanah Hijaz, mempunyai straktur sosial dan kultural yang mengatur
pola perilaku dan hubungan antar keluarga maupun antar kelompok
masyarakatnya. Dalam kaitannya akan dibahas aspek-aspek sosial,
ekonomi, politik, agama, dan keyakinan masyarakat Mekkah dan
Madinah menjelang dan hingga lahirnya Islam. Dengan bahasan ini
kita memperoleh gambaran tentang corak struktur sosial, budaya,
dan pola-pola perilaku masyarakatnya. Dengan bahasan ini pula,
dan ini yang lebih penting, kita dapat memahami sejauh mana
keberhasilan Nabi Muhammad membangun masyarakat Arab sesuai
dengan cita-cita risalah yang dibawanya dan melihat makna penting

dan posisi strategis Piagam Madinah bagi masyarakat tersebut.

Hijaz daerah tandus yang terbentang seperti rintangan),
bagian dari Jazirah Arab, terletak di antara dataran tinggi Nejd
dan daerah pantai Tihamah. Di sini terdapat tiga kota utama, yaitu
Taif dan dua kota bersaudara Mekkah dan Madinah. Penduduknya
terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arab tinggal di
Mekkah, Madinah, dan Taif, sedangkan bangsa Yahudi tinggal di
Madinah dan sekitamya. Kedua bangsa ini berasal dari satu rumpun
bangsa, yaitu ras Semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim melalui
dua putranya, Ishag dan Ismail. Bangsa Arab melalui Ismail, dan

bangsa Yahudi melalui Ishaq.2

Bangsa Arab terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Arab al-
ba'idat dan Arab al-bagiyat Kelompok al-ba'idat adalah orang-

Alfred Guillaume, Islam, Penguin Books, England, 1956, him. 11.



Bab III

HAKIKAT PIAGAM
MADINAH

A. Penyusunan dan Keotentikannya

ijrah Nabi Muhammad saw., ke Madinah pada tahun 622
H M merupakan era baru dalam usaha beliau mengefektilkan
dakwah Islam, karena di kota ini beliau telah memperoleh
dukungan kuat dari warganya. Dukungan tersebut tidak beliau
peroleh secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dengan perlahan-
lahan yang diawali dengan kesepakatan-kesepakatan mereka
dengan beliau ketika masih berada di Mekkah. Namun, dukungan
tersebut belum membuat posisi beliau benar-benar mantap.
Karena penduduk Madinah menurut pembagian genealogi
maupun etnis dan keyakinan terbagi ke dalam beberapa kelompok
sosial yang saling berbeda dalam cara berpikir dan kepentingan.
Untuk itu, beliau membuat perjanjian tertulis yang dapat diterima

oleh semua kelompok sosial yang bcrcorak majemuk itu.

Mengenai kapan penyusunan naskah Piagam atau perjanjian

tertulis itu dilakukan oleh Nabi yang beliau sebut shahifat (lembaran
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tertulis) dan kitabl tidak didapatkan data tentang ketentuan
waktu dan tanggal yang pasti, apakah tahun pertama Hij'rah atau
sebelum perang Badar, dan atau sesudahnya. Menurut Watt, para
sarjana umumnya berpendapat bahwa Piagam itu dibuat pada
permulaan periode Madinah, tahun pertama Hijrah.2 Wellhausen
menetapkannya sebelum perang Badar. Sedangkan Hubert G rimne
berpendapat bahwa Piagam itu dibuat setelah perang Badar. Hal ini
didasarkan pada ketetapan Piagam artikel 23 dan 36 tentang posisi
Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa kekuasaan beliau
secara umum diakui. Kemudian artikel 19 memberi pengesahan
untuk berperang dijalan Allah, dan sikap keras dituntut dari orang-
orang mukmin di Madinah dalam menghadapi Quraisy setelah
perang Badar. Argumen-argumen ini dianggap remeh oleh Leone

Caetani. Menurutnya, Piagam itu dibuat sebelum perang Badar.3

Jika pendapat Grimne diikuti tampaknya tidak sesuai dengan
kenyataan sejarah. Sebab, Piagam itu bisa terwujud tentu setelah
kedudukan dan kepemimpinan Nabi diakui secara umum oleh
penduduk Madinah, sedangkan ketetapan Piagam pada artikel 19
itu tidak harus dikaitkan dengan perang Badar, sehingga ketetapan
itu termuat dalam teks Piagam. Ketetapan itu bisa dikaitkan
dengan latar belakang pengalaman Nabi dan pengikutnya sebe-
lum perang Badar yang selalu mendapat perlawanan keras dari

orang-orang musyrik. Untuk itu, Nabi menetapkan dalam Piagam

1Setiap kata tersebut disebut 8 kali dan 2 kali dalam teks.

2W. Montgomery Watt, Muhammad Prophet and Statesman, Oxford Uni-
versity Press, London, 1969, him. 93.

3Watt, Muhammad at Medina, Oxford University Press, London, 1956, him.
225-226.
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(ucapan) beliau, maupun afal (perbuatan) beliau yang terdapat

dalam sejarah dan relevan dengan tema bahasan.

A. Prinsip Umat

Dalam kenyataan sosial, karakter manusia sebagai makhluk
sosial membutuhkan kerja sama antara satu dengan lainnya
dan hidup berkelompok. Setiap kelompok dapat dibedakan dari
segi keyakinan dan agama yang mereka anut, dari segi etnis,
dan geografis mereka, dari segi prinsip politik mereka, dari segi
kepentingan ekonomi mereka, dari segi pola berpikir dan pandang-
an hidup (ideologi) mereka, adat istiadat mereka, dan sebagainya.
Dalam kaitan ini Alqguran menegaskan bahwa manusia diciptakan
hidup berkelompok dan itu mempunyai hikmah, vyaitu agar
mereka saling kenal-mengenal, B3J L*xJJJ Tapi
ditegaskan pula bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah,

Karena itu, mereka harus membentuk kerja
sama dalam kebaikan dan takwa, M1 P o fjjjLijj ,3dengan
menjalin hubungan silaturrahmi, - j ,4dan tali (perjanjian)
dengan sesama manusia, * U J I J 17 j.5Sebab, sebagian mereka
atas sebagian yang lain ditinggikan beberapa derajat untuk menguiji
mereka tentang pemberian Tuhan kepada mereka, & J

(3jS 6Dengan demikian, merekal

1 Q.S. al-Hujurat/49: 13.
2 Q.S. al-Nisa'/4: 28.

3 Q.S. al-Ma'idat/5: 2.

4 Q.S. al-Nisa'/14: 1.
5Q.S. ali 'Imran/3: 112.

6Q.S. al-An'am/6: 165.



Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

ari kajian yang komprehensif dan analisis terhadap Piagam
D Madinah sebagai konstitusi negara Madinah di bawah
pimpinan Nabi Muhammad sebagai kepala negaranya dengan
menggunakan metode historis, metode content analysis dan
komparatif, ditemukan sejumlah prinsip tentang hak-hak asasi dan
politik pemerintahan. Prinsip-prinsip itu mencakup prinsip tentang
umat, prinsip persatuan, prinsip persaudaraan, prinsip persamaan,
prinsip kebebasan, prinsip hubungan antar pemeluk agama, prinsip
hidup bertetangga, prinsip tolong-menolong, prinsip pertahanan,
prinsip perdamaian, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip
pelaksanaan hukum, prinsip kepemimpinan, dan prinsip ketakwaan,
amar makruf dan nahi munkar. Prinsip-prinsip ini juga menjadi

bagian kajian dalam pemikiran dan ilmu politik.1

1 Lihat tulisan S.I. Benn and R.S. Peters, Principles of Political Thought,
Collier Books, New York, 1958 yang membahas mengenai hak-hak dan kewajiban
anggotamasyarakat suatu negara, tentang keadilan, persamaan, kebebasan,
demokrasi, persatuan, pertahanan, kekuasaan, solidaritas, hubungan antara
perorangan dan golongan, bangsa, dan sebagainya.
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dasar-dasar hukum bagi kemerdekaan politik, kebebasan berbicara
dan menyatakan pendapat." Prinsip-prinsipnya sangat berbeda
dari asas-asas masyarakat pra-Islam, bahkan prinsip-prinsip yang
dirumuskan dari kandungan Piagam Madinah tetap mempunyai

relevansi dengan tuntutan masyarakat modern dewasa ini.

Dalam konteks itu, Madjid Khadduri menegaskan, oleh karena
gaya individualis dan tradisi hidup orang-orang Arab seperti tidak
ada rasa memiliki, maka Nabi menganggap penting memasukkah
undang-undang sipil dalam ajaran agama. Tujuannya ialah untuk
melindungi hak-hak penting manusia. Islam mengatur hak-
hak pribadi (keamanan, reputasi pribadi, hurma, persamaan,
persaudaraan antara orang-orang beriman, keadilan), dan hak-
hak umum (kegiatan-kegiatan keagamaan, ibadah, kebebasan
beragama, pelaksanaan hukum negara, keikutsertaan dalam
kegiatan-kegiatan umum seperti perangsuci atau jihad, pemilikan
bersama akan harta rampasan).1l0lelasnya, "hak-hak asasi dan
kodifikasi kemanusiaan itu bahkan sudah dilaksanakan pada zaman
permulaan Muhammad."ll Dalam hubungan ini Jean Claude
Vatin menyatakan: "prinsip-prinsip dasar tentang persamaan,
kemerdekaan, dan penghormatan terhadap sesama dengan jelas
dikukuhkan pada tahap awal, sehingga menempatkan dunia Islam

beberapa abad di depan Barat."12
Wa al-hamdulillah Rabbi al-'alamin

Dlihat ibid., him. 123.
1N 1bid., him. 107.
21bid., him. 124.
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LAMPIRAN 1

TEKS PIAGAM MADINAH, TERJEMAHAN, DAN PERBEDAAN
REDAKSI ANTARA DUA VERSI

A. Teks Piagam Madinah dan Terjemahnya
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Dengan asma> Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini
adalah kitab (ketentuan tertulis) dari Muhammad, Nabi saw., antara
orang-orang mukmin dan muslim yang berasal dari Quraisy dan

Yatsrib dan yang mengikuti mereka, kemudian menggabungkan diri
dengan mereka, dan berjuang bersama mereka.
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! Document (dokumen) oleh Gulliaume, Writing (tulisan) oleh Watt, dan
piagam oleh Zainal Abidin Ahmad.

2 One community (masyarakat tunggal) oleh Watt dan Wolfgang
Behn, dengan makna kesatuan politik yang bersifat eksklusif.

® Distinct (berbeda) oleh Watt dan exclusion of (tidak termasuk) oleh
Guillaume, Behn, dan Wensinck.
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Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk
golongan lain.

5 ol 4wj&u~%ﬁwwf\@ (Y)
sl wwjdﬁbw 55 fj

Golongan Muhajirin dari Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan
baik yang berlaku di kalangan mereka, mereka bersama-sama
menerima dan membayar tebusan darah mereka, dan menebus
tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil di antara
orang-orang mukmin.

(£*°) J (»)
We-eljj (Mib

Bani 'Auftetap menurutadatkebiasaan baik merekayang berlaku,
mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah
mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan
sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang
mukmin.

Wi/ (3 "Aflj

Banu Sa'idat tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang

4 At SW A JIA oleh Ibn Hisyam dan
S oleh Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam.

5 1kpj SI>A lo-l oleh Ibn Manzhur.
6 oleh lbn Hisyam, dan oleh Ibn Sallam.

7 oleh Ibn Hisyam, dan oleh lbn Sallam.
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berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar
tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan
menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan
adil di antara orang-orang mukmin.

J A 1%) (M)

5. Harits bin al-Khazraj tetap menurut adat kebiasaan baik mereka
yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar
tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan
menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan
adil di antara orang-orang mukmin.
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6. Banu Jusyam tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang
berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar
tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan
menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan
adil di antara orang-orang mukmin.
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7. Banu Al-Najjar tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang
berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar
tebusan darahmereka seperti semula, dan setiap golongan
menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan
adil di antara orang-orang mukmin.
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8. Banu <Amr bin <Auftetap menurut adat kebiasaan baik mereka
yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar
tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan
menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan
adil di antara orang-orang mukmin.

i Jj j&j O (

9. Banu al-Nabit tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang
berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar
tebusan mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus
tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di
antara orang-orang mukmin.
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10. Banu al-Aus tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang
berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar
tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan
menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan
adil di antara orang-orang mukmin.
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Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan
seorang di antara mereka menanggung beban utang dan beban

keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi membantunya dengan
cara yang baik dalam menebus tawanan atau membayar diat.

9j* Njjon)

Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan
atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang
lainnya.

i N fiz ) o0 i
o j pij 1

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus
melawan orang yang memberontak di antara mereka, atau
orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa, atau melakukan
permusuhan atau kerusakan di antara orang-orang mukmin,
dan bahwa kekuatan mereka bersatu melawannya walaupun
terhadap anak salah seorang dari mereka.1

8 (dibebani utang dan banyak keluarga yang wajib diberi nafkah)
lbn Hisyam.

9Client (keluarga) oleh Watt, dan ally (sekutu) oleh Guillaume.

0 Rebellious (memberontak) oleh Guillaume dan acts wrongfully

(melakukan kesalahan) oleh Watt.

NAct injustice (bertindak tidak adil) oleh Wolfgang Behn.



Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah 337

jl* j  i3skria*V3A HJj*I* 2%/()i)

14. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain untuk
kepentingan orang kafir, dan tidak boleh membantu orang kafir
untuk melawan orang mukmin.
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15. Sesungguhnya jaminan atau pcrlindungan Allah itu satu, Dia
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melindungi orang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya
orang-orang mukmin sebahagian mereka adalah penolong atau
pembela terhadap sebagian bukan golongan lain.
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16. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak
mendapat pertolongan dan persamaan tanpa ada penganiayaan
dan tidak ada yang menolong musuh mereka.

5> jJ * Y ARl L, (W)

17. Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak
dibcnarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri
tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah,
kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

2 Security (jaminan, perlindungan) oleh Watt dan protection

(perlindungan) oleh Guillaume.
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18. Sesungguhnya setiap pasukan yang berperang bersama kita satu
sama lain harus saling bahu-membahu.

3N jfx. oAjAL 0N

19. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagian membela
sebagian yang lain dalam peperangan di jalan Allah.

il b ot e il Gd 35 (1)

20. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa selalu
berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus.

Yj bls Yj YU1L ) Y% ( )
SjS J #
20b. Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan

jiwa orang Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya
yang melawan orang mukmin.
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BA @ A A oleh Ibn Hisyam.

1 Jjliil A3 W) Jjsil.1 ) j 3Vl 4jo oleh lbn Sallam.
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21. Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin

dengan cukup bukti maka sesungguhnya ia harus dihukum
bunuh dengan sebab perbuatannya itu, kecuali wali si terbunuh
rela (menerima diat) dan seluruh orang-orang mukmin bersatu

untuk menghukumnya.

< ailb 5 15\ A a)(YY)
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22. Sesungguhnya tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang
mengakui isi shahifat ini dan beriman kepada Allah dan Hari
Akhir menolong pelaku kejahatan dan tidak pula membelanya.
Siapa yang menolong atau membelanya maka sesungguhnya ia
akan mendapat kutukan dan amarah Allah di Hari Kiamat, dan
tidak ada suatu penyesalan dan tebusan yang dapat diterima

daripadanya.
ijl 3/ ily S tly>™ nits2&\ Isi; p j (vr)
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23. Sesungguhnya bila kamu berbeda (pendapat) mengenai sesuatu
maka dasar penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah dan

Muhammad.
A ji* AIN% AjA 0) (VO

24. Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin
bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka

mengadakan peperangan bersama.
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25. Sesungguhnya Yahudi Bani 'Auf satu umat bersama orang-orang
mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-
orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri
mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau
khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan
mencelakakan diri dan keluarganya.

sMhj.-j@n3nj/roj.-jQ 33

26. Sesungguhnya Yahudi Banu al-Najjar memperoleh perlakuan
yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

shj M joo-a. (Mo

27. Sesungguhnya Yahudi Bani al-Harits memperoleh perlakuan
yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani Auf.

shj o-jQ.n 3w j -ia.53 (~ |

28. Sesungguhnya Yahudi Bani Sa>idat memperoleh perlakuan yang
sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani Auf.

SN ju -jQ NI p*- .. -jQ.33 (M (

29. Sesungguhnya Yahudi Bani Jusyam memperoleh perlakuan yang
sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani Auf.
S

A jo-iQ.33 (M
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30. Sesungguhnya bagi Yahudi Bani al-Aus berlaku seperti yang
berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.
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31. Sesungguhnya Yahudi Banu Tsa>labat memperoleh perlakuan
yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf, kecuali
orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau aniaya, karena
sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan
diri dan keluarganya.
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32. Sesungguhnya Jafnat keluarga Tsa>labat memperoleh perlakuan
yang sama seperti mereka.
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33. Sesungguhnyaberlaku bagi Banu Syuthaibat seperti yang berlaku
bagi Yahudi Bant <Auf, dan sesungguhnya kebaikan (kesetiaan)
itu tanpa dosa.
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34. Sesungguhnya sekutu-sekutu Tsa>labat memperoleh perlakuan
yang sama seperti mereka.

586 % Bl 35 (70)

35. Sesungguhnya orang-orang dekat atau teman kepercayaan kaum
Yahudi memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.
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36. Sesungguhnya tidak seorang pun dari mereka (penduduk
Madinah) dibenarkan keluar kecuali dengan izin Muhammad.

dla ly. jsj 389 iHj (~An)
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36b. Sesungguhnya tidak dihalangi seseorang menuntut haknya
(balas) karena dilukai, dan siapa yang melakukan kejahatan
berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya, kecuali
teraniaya. Sesungguhnya Allah memandang baik (ketentuan) ini.
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37. Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka
dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka
sendiri. Tapi, di antara mereka harus ada keija sama atau tolong-
menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga
shahifat ini, dan mereka saling memberi saran dan nasihat dan
berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa.

piikil A ftVv% (url\)

37b. Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung kesalahan
sekutunya, dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada
orang teraniaya.
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38. Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin
bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka
menghadapi peperangan bersama.
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39. Sesungguhnya Yatsrib dan lembahnya suci bagi warga shahifat ini.
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40. Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh
dimudarati dan diperlakukan secara jahat.
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41. Sesungguhnya tetangga wanita tidak boleh dilindungi kecuali
izin keluarganya.
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42. Sesungguhnya bila di antara pendukung shahifat ini terjadi
suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan
menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya
(menurut) ketentuan Allah dan Muhammad Rasulullah saw.,
dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi
shahifat ini.
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43. Sesungguhnya tidak boleh diberikan perlindungan kepada
Quraisy dan tidak pula kepada orang yang membantunya.
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44. Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerja sama, tolong-
menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota

Yatsrib.

’“La i 65 Sydla @" ) 1585 115 (£0)
}/ % s 1 ”. of/}/.o °// ‘e _
G s e I 8 ksl Sl

Sl G g Y sl e

45. Apabila mereka (pihak musuh) diajak untuk berdamai,
mereka memenuhi ajakan damai dan melaksanakannya,
maka sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan
melaksanakannya, dan sesungguhnya apabila mereka (orang-
orang) mukmin diajak berdamai seperti itu maka sesungguhnya
wajib atas orang-orang mukmin menerima ajakan damai itu,
kecuali terhadap orang yang memerangi agama.
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45b. Sesungguhnya setiap orang mempunyai bagiannya masing-
masing dari pihaknya sendiri.
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46. Sesungguhnya kaum Yahudi al-Aus, sekutu, dan diri mereka
memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh
kelompok lain pendukung shahifat ini serta memperoleh
perlakuan yang baik dari semua pemilik shahifat ini.
Sesungguhnya kebaikan berbeda dari kejahatan. Setiap orang
bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sesungguhnya
Allah membenarkan dan memandang baik apa yang termuat
dalam shahifat ini.
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47. Sesungguhnya tidak ada orang yang akan melanggar ketentuan
tertulis ini kalau bukan pengkhianat dan pelaku kejahatan. Siapa
saja yang keluar dari kota Madinah dan atau tetap tinggal di
dalamnya aman, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa.
Sesungguhnya Allah pelindung bagi orang yang berbuat baik dan
takwa dan Muhammad adalah Rasulullah saw.,
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C. Teks Piagam Madinah Versi Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam
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RASULULLAH

LAMPIRAN 2

BAGAN SANAD PERIWAYATAN PIAGAM MADINAH
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LAMPIRAN 3

TABEL KAITAN ANTARA PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM
PIAGAM MADINAH DAN AYAT-AYAT ALQURAN

No.

Prinsip-Prinsip
Pemerintahan
dalam Piagam
Madinah

Kaitannya dengan
Alquran pada surat
dan ayat

Mak-
kiyah

Mada-
niyah

Jumlah

Umat

Al-Bagarat/2: 213
Yunus/10: 19
Al-Anbiya’{21: 92
Al-Mu’minun/23: 52

Persatuan dan
Persaudaraan

Al-Qashash/28: 86
Al-Anfal/8: 72, 74, 73
Al-Hujurat/49: 10

Ali imran/3: 103
Al-Mumtahanat/60: 8
Al-Nisaf4: 1

X | X X X

XXX

Persamaan

Al-Nisa/A: 1
Al-Hujurat/49: 13

X X X X xX X

Kebebasan

Al-Baqarat/2:178,256
Al-Anfal/8: 72
Al-A’raf/1: 33
Al-Ma’idat/5: 32
Al-Ashr{7:2,3
Al-Taubat/9: 71
Ali ‘imran/3: 104
Al-Nisa’{/A: 59, 148
Al-Nahl/16: 125
Al-Kafirun/109: 6
Yunus/ 10:99
Al-Kahfi/18: 29
Yusuf/12: 103

XX

X X X X X

XX

Hubungan Antar-
Pemeluk Agama

Al-Mumtahanat/60:
8,9

XX

NlfPRrRRPRPRRPNNRPRPNRPRRPRNIRPRIPRPRRPRPROUR|IRPRERR
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Lanjutan Tabel

No. Prinsip-Prinsip Kaitannya dengan Mak-  Mada- Jumlah
Pemerintahan Alguran pada kiyah  niyah
dalam Piagam surat dan ayat
Madinah
Al-Maidat/5:5 X 1
Al-Ankabut/29:46 X 1
6. Pertahanan Al-Mumtahanat/60: XX 2
8,9
Al-Taubat/9: 38, 39, XXX 3
41
7. Hidup Al-Nisa/4: 36 X 1
bertetangga
8. Tolong-menolong Al-Zariyat/51: 19 X 1
Al-Insan/16: 8 X 1
Al-Nur/24: 22 X 1
Al-Isra/17. 26 X 1
Al-Rum/30: 38 X 1
Al-Mumtahanat/60: 8 X 1
Ali 'Imran/3: 57,140 XX 2
Al-Bagarat/2: 258 X 1
Ali 'Imran/3: 86 X 1
Al-Ma'idat/5: 51 X 1
Al-Ma'idat/5: 2 X 1
9. Perdamaian Al-Hujurat/49: 9, 10 XX 2
Al-Anfal/8: 61, 62 XX 2
Al-Nisa/4: 90, 91 XX 2
Al-Mumtahanat/60: XX 2
8,9
10. Musyawarah Al-Syura/42: 38 X 1
Ali 'Imran/3: 159 X 1
11. Keadilan Al-Nisa'/4: 3, 58, XXXX 4
129, 135
Al-Ma'idat/5: 8,42 XX 2
Al-An'am/6: 125 X 1
Al-Mumtahanat/60: 9 X 1
Al-Bagarat/2:282, XX 2
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No. Prinsip-Prinsip
Pemerintahan
dalam Piagam
Madinah

12. Pelaksanaan
Hukum

13. Kepemimpinan

14. Ketakwaan,
Amar

Data ini

keseluruhan ayat Alquran vyang

Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, MA.

Kaitannya dengan
Alguran pada
surat dan ayat

Al-Hujurat/49: 9,10
Al-Nahl/16: 90
Hud/11: 85
Al-A'raf/1: 29
Al-Rahman/55: 9
Al-Syura/42: 15

Al-Bagarat/2: 178
Fathir/35: 18

A I-An'am/6: 164
Al-Isra'/17: 15
Al-Zumar/39: 7
Al-Najm/53: 38
Al-Nisa/4: 51-52
Al-Ahzab/33: 9, 25,
26, 27

Al-A'raf/1: 73
Al-Nisa/4: 59, 105
Al-Nahl/16: 44

Al-Baqgarat/2: 2, 3,
4, 177, 197

Ali 'Imran/3: 104,
110, 114,135, 138
Al-Ma'idat/5: 2, 35
Al-Nisa/4: 9, 135
Al-Hujurat/49: 13

Jumlah

menunjukkan bahwa

Mak-
kiyah

X X X X X

29

Lanjutan Tabel

Mada Jumlah
niyah

XX 2
1
1
1
X 1
1
X 1
1
1
1
1
1
XX 2
XXXX 4
1
XX 2
1
XXXXX 5
XXXXX 5
XX 2
XX 2
X 1

81 110

lebih kurang 75 % dari

relevan dengan kandungan

ketetapan-ketetapan Piagam Madinah adalah ayat-ayat kelompok

Madaniah. Berarti data ini mendukung pernyataan dimuka bahwa

ketetapan Piagam Madinah merupakan ketetapan-ketetapan

Nabi. Sebab, ketika ia dibuat, ayat-ayat tentang kemasyarakatan

belum turun sempurna.
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